
DEWAN PERUTAKILAN RAKYAT DAERAH
, KOTA MEDA.N

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.l Medan TeIp. (O6U 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAIT PERWAITII,AI{ RAKYAT DAERAH
KOTAMTDAN

I{OMOR : ttt I Latq I K€p-DPRD-MDN/ 09/ 2019

TEI{TAT{G

PENETAPAI{ HASIL PIITreMPURNAAT{ TERIIADAP EVALUASI GUBERNT'R
PROVINSI SUIU,ATERA UTARA ATAS RANCANGAN PERATI'RAN DAERAH

KOTA MEDAN TENTAXG AITGGARAN PENDAPATAI{ DAN BELAITJA DAERAH
KOTA MEDAI{ TAIIT'N ANGGARAIT 2O2O DAN RANCANGAN PERATURAN WA.LI

KOTA MEDAT{ TENTAI{G PENJABARAIY AI{GGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERATI KOTA MEDAIT TAHI'N ANGGARAN 2O2O

DEWAN PERWArILAII RAI(YAT DAERAH KOTA MEDAN

Menlmbang a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur
Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah
Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Medan Tahun Anggaran 2O2O dan Rancangan Peraturan
Wali Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan keputusan DPRD Kota Medan
tenta-ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun A,rrggaran 2020 dan Per{abar:rn Peraturan Wali Kota
Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2020 dengan Surat Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor l7 Talun 2003 tentang Keuangan
Negara (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130);

Undalg-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5137);

10. Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaral Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan
Perluasan

Pemerintah Nomor
Daerah Kotamadya

22 Tahun 1973
Medan (Lembaran

tentang
Negara
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Republik Indonesia Tahun L973 Nomor 28, Tambahan
lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3OO5);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan
Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Tingkat II Dairi dan
Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polinia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Medan Dalam Wilayah Propindi Daerah Tingkat I Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 67);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 Tentang
Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi,
Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias,
langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 0,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 150,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang Pelapor
Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20lO Nomor 123, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
s340);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6057);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 243, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

3 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 lTahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum
Daerah;
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Meuperhatikaa:1.

Menetapkan

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 465);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 20l8tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
r57l;

35. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O19 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 4);

37. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2O18 tentang Tata Tertib Dewan Perwakil,an
Rakyat Daerah Kota Medan.

Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor
188.44I536/KPTSl20l9, tanggal 12 September 2019 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2O20 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Medan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Medan Tahun Anggaran 2020;

MIMUTUSKAII

I(EPUTUSAIT DEWA.IT PERWAKILAI{ RAI(YAT DAERAH I(OTA
MEDAN TENTAITG PENEf,APAN IIASIL Ef,IALUASI
GI'BERITI'R PROVINSI ST'MATERA UTARA ATAS
RAI{CAITGN{ PERATT'RAN DAERAH I(OTA MEDAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAT{ BELANJA
DAERAH KOTA MEDAIV TAHUN ANGGARAIY 2O2O DAN
RATTCANGAIT PERATI'RAN WALI KOTA UEDAN TENTANG
PTI{.'ABARAI{ NI(rcARAI{ PENDAPATAN DAN BEI.ANJA
DAERATI KOTA MEDAN TATII'N AT{GGARAI{ 2O2O.

2. Resume Hasil Rapat Pimpinan, Anggota Badan Anggaran DPRD
Kota htledan dan tim Anggaran Pemerintah Kota Medan tanggal
15 September 2019.
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I(F,SATU

KEDUA

KEf,IGA

Keputusan rnr .

DPF o

Menetapkan hasil penyempurnaan terhadap E1al-uasi Gubernur

Provinsi Sumatera Utara aLs Rancangan Peraturan Daerah Kota

f"f"Ortt tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah K-ota

Medan Tahun Anggaran 2O2O dan Rancangan Peraturan Wali

ii.Jrrr"a.. tentiirg Penjabaran Anggaran -Pendapatan 
dan

it;h"j; Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 202o'

Hasil Penyempumaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota

iv1la; a*t n"tt""t g"tt Peraturan wali Kota Medan sebagaimana

ai-rf.""J p"a" Iikt.* KESATU, sebagaimana terlampir

;;p"fu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari

KeDutusan ini disampaikan kepada Wali Kota Medan untuk
;#L|il -"":.ai ieraturan Daerah Kota Medan' setelah

*""aip"t p".g"-""h* dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara

;;;;;k$;dan segala sesuatunva akan diadakan perubahan

ir"'p"it"it". t e-biti, jika ternl1-ta.di kemudian hari terdapat

t esaiafran dan/ atau kekeliruan didalam Keputusan rnt'

Dltetapkan dl Medan
pada tinggal /6 SePtembet 2oI-9

F

NIILAN RAIffAT DAERAH
MEDAN

Ketua'
v'

t NG, S.E., S.H., U.H.

v
I

E D

Temb
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
a. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan

4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan

5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan

6:. Xetua gaaan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan

i. f"tr. Badan Kehormatan DPRD Kota Medan

8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
g. Sekretaris DPRD Kota Medan


